
Dipindai dengan CamScanner 

1. Undang-Undang Nomor 7 ~ahun 2004 tentang Sumber 
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4377); L( 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk 
Peraturan Bupati tentang Sinergitas Pengelolaan Sampah 
di Kabupaten Sumba Tengah; 

b. bahwa dalam sinergitas pengelolaan sampah diperlukan 
kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan 
kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah, serta 
peran masyarakat dan dunia usaha sehingga 
pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, 
efektif dan efisien; 

Mengingat 

Menimbang 
BUPATI SUMBA TENGAH, 

a. bahwa pengelolaan sampah perlu dilaksanakan sesuai 
dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang 
berwawasan lingkungan sehingga tidak menimbulkan 
dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan 
lingkungan; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TENTANG 

SINERGITAS PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN SUMBA 
TENG AH 

PERATURAN BUPATI SUMS/\ TENG/\H 
NOMOR 9 TAHUN 2018 

BUPATl SUMBA T·1 NOAH 
PROVINSI NUSA TENGGAR/\ TIMUR 



Dipindai dengan CamScanner 

g omor 
dan P rmukim 

T hun 01 
publikln 



Dipindai dengan CamScanner 

f 

sebagai 
dalam 

sebagai 5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat 
perangkat daerah Kabupaten Sumba Tengah. 

6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah 
pembantu perangkat daerah Kabupaten 
wilayah kerja Kecamatan. 

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat 
setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem 
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 

Dalam Peraturan Bupati ini Yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Tengah. 
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat 

Daerah yang memimpin dan menjalankan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 
otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Sumba Tengah. 
4. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya di singkat 

DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 
Sumba Tengah. 

Pasa.11 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG SINERGITAS 
PENGELOLMN SAMPAH DI KABUPATEN SUMBA 
TENGAH. 

MEMUTUSKAN : 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2016 Nomor 4). 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 3 
Tahun 2011 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2011-2031 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2011 Nomor 3); 

Menetapkan 

., 
• 
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8. Rukun Warga, yang selanjutnya di singkat RW adalah 
bagian dari wilayah kerja lurah dan merupakan 
lembaga yang dibentuk melelui musyawarah pengurus 
RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oJeh 
Lurah/Pemerintah Desa. 

9. Rukun Tetangga, yang selanjutnya di singkat RT 
adalah lembaga yang dibentuk melelui musyawarah 
masyarakat setempat dalam rangka pelayanan 
pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan 
oleh Lurah/Pemerintah Desa. 

10. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia 
dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang 
terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah 
sejenis sampah rumah tangga. 

11. Penghasil sampah adalah setiap orang dan I atau 
akibat proses alam yang menghasilkan timbunan 
sampah. 

12. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal 
dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang 
sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak 
tennasuk tinja dan sampah spesifik. 

13. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah 
yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari 
kawasan pennukiman, kawasan komersil, kawasan 
industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas 
sosial, dan / atau fasilitas lainnya. 

14. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, 
konsentrasi, dan / atau volumenya memerlukan 
pengelolaan khusus. 

15. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah. 
16. Pengolahan sampah adalah kegiatan yang sistematis, 

menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi 
pengurangan dan penanganan sampah. 

17. Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya 
disingkat TPS adalah tempat sampah sebelum 
diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, 
dan / atau tempat pengolahan sampah terpadu. 

18. Tempat pengolahan sampah terpadu, yang 
selanjutnya disingkat TPST adalah tempat 
dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilihan, 
penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan 
pemrosesan akhir sampah. 

19. Tempat pemrosesan akhir, yang selanjutnya disingkat 
TPA adalah tempat untuk memproses dan 
mengembalikan sampah ke media lingkungan secara 
aman bagi manusia dan lingkungan . .,,,/ 
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(1) Pengelolaan sampah dari TPS ke TPA dilakukan oleh DLH. 
(2) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan cara memanfaatkan sarana dan 
prasarana pengelolaan sampah yang ada pada DLH.~ 

Pasal 3 

(1) Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya 
pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan 
lingkungan. 

(2) Pengelolaan sampah bertujuan untuk mewujudkan 
lingkungan yang bersih, sehat dan indah. 

Pasal 2 

BAB II 
PENGEWLAAN SAMPAH 

20. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang 
yang terkena dampak negatif yang di timbulkan oleh 
kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan 
akhir sampah. 

21. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang 
dan / atau badan hukum. 

22. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan 
yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang 
meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan 
akibat pengelolaan sampah yang tidak benar. 

23. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya di 
singkat 83 adalah zat, energi, dan / atau komponen 
lain yang karena sifat, konsentrasi, dan / atau 
jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak 
langsung, dapat mencemarkan dan / atau merusak 
lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan 
hidup manusia dan makhluk hidup lain. 

24. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang 
selanjutnya disingkat limbah 83, adalah sisa suatu 
usaha dan / atau kegiatan yang mengandung 83 

25. Pengelola Sampah adalah Pemerintah Daerah dan / 
atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk 
mengelola sampah. 
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( 1) I< .ndnnn dikatc zorikan sebagai tanggap darurat apabiJa : 
l . T rjodi wabah pcnyakit di sckit r lokasi pengo1ahan 

snmpah yang di kibatkan oleh aktivit s pengoJahan 
snmpr h; 

h. Timbulnya air lendir ( leachate) yang tidak dio1ah 
s .hingga mcnimbulkan kebauan dan mencemari 
pcrairan sckit r; 

. Timbun n sampah yang tidak dikelola dengan baik 
mcnjadi sarang binatang pembawa vektor penyakit; 

cl. crdasarkan basil analisis teknis diketahui adanya 
pcnccrnaran yang sangat luas, berat sebagai dampak 
adanya aktivitas pengolahan sampah. 

(2) Sctiap orang atau penanggung jawab usaha dan / atau 
kegiatan dilarang melakukan perbuatan yang dapat 
menimbulkan dampak negatif lingkungan. 

(3) Setiap penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan yang 
dapat menyebabkan dampak negatif wajib melakukan 
pcncegahan apabila terjadi pencemaran lingkungan yang 
cJiakibatkan dari kegiatan pengelolaan sampah yang tidak 
benar. 

(4) Setiap penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) wajib memiliki sarana dan prasarana yang 
memadahi untuk pencegahan terjadinya dampak negatif 
yang di akibatkan oleh kegiatan pengelolaan sampah. 

(5) Sarana dan prasarana pencegahan yang diakibatkan dari 
kegiatan pcngelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) meliputi : 

a. SOP (Standart Operasional Prosedur) untuk mencegah 
dan menanggulangi terjadinya dampak negatif; 

b. Pcrangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam 
mencegah dan menanggulangi t.erjadinya dampak 
negatif; 

c. Pelatihan penanggulangan apabila terjadi dampak 
negatif yang diakibatkan oleh kegi tan pengelolaan 
sampah secara berkala, I'/ 

P sol 4 

(\ (II 

SlSTEM TANG AP D/\RURAT 
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(1) Bupati berwenang menerbitkan izin pengelolaan sampah 
skala Daerah. 

(2) Izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) didelegasikan kepada perangkat Daerah yang 
menangani perizinan. 

(3) Setiap orang atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan 
pengelolaan sampah wajib mengajukan permohonan izin 
kepada perangkat Daerah yang menangani perizinan. 

(4) Setiap orang atau Badan Usaha yang melakukan usaha 
pengelolaan sarnpah wajib memenuhi persyaratan teknis 
dan administrasi. 

(5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
terdiri dari : 
a. Lokasi usaha harus mempunyai batas fisik yang jelas 

dengan dibangun pagar tembok permanen dengan 
ketentuan minimal 3 (tiga) meter sesuai dengan 
ketentuan teknis bangunan; 

b. Mempunyai tempat penyirnpanan dan pengolahan yang 
khusus dan terpisah dengan tempat tinggal; 

c. Apabila dalarn proses penyimpanan dan pengolahan 
akan menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan 
maka harus dijauhi dari pemukiman; ~ 

BABV 
PERIZINAN 

Pasal 6 

( 1) Pemilahan dilakukan dengan memilah sampah rumah 
tangga sesuai dengan jenis sampah. 

(2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah 
basah / organik dan anorganik disetiap kawasan 
pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri atau 
sentra-sentra industri, kawasan khusus, fasilitas umum, 
fasilitas sosial. 

(3) Penyediaan fasilitas tempat sampah sebagaimana 
dimaksud ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
a. Kedap air; 
b. Tertutup; 
c. Volume tempat sampah sesuai dengan sampah yang 

dihasilkan. 

Pasal 5 

BAB IV 
PEMILAHAN SAMPAH 
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(1) Keputus n perizinan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 7 
huruf (c) diterbitkan paling lama 6 (enam) hari k rja 
terhitung sejak diterimanya surat dan berkas permohonan 
secar lengkap dan benar, 

(2) Dalam hal permohonan perizinan ebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) b lum lengkap atau b lum m menuhi 
persyaratan, berkas permohonan izln di kernbalikan 
kepada pemohon. d 

(1) Penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
huruf c dapat berupa persetujuan atau penolakan. 

(2) Izin diterbitkan apabila permohonan izin pengelolaan 
sampah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. 

Pasal9 

Pasal 8 

Pro s p n rbitan perizinan dilakukan melalui tahapan : 
a. P nilaian administrasi yaitu penilaian kelengkapan 

p rsyaratan administrasi yang diajukan pemohon; 
b. Verifikasi teknis yaitu penilaian kesesuaian antara 

persyaratan yang diajukan olek pemohon dengan 
kondisi nyata di lokasi kegiatan sesuai dengan acuan 
kerja laporan verifikasi penzman sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang 
dilengkapi dengan berita acara; 

c. Penerbitan perizinan dilakukan setelah verifikasi teknis 
sebagaimana dimaksud huruf (b) terpenuhi. 

Pasal 7 

ini. 

d. Tcmpnt p n) impannn dun p ngolnhnn wajib dilengkapi 
I Int 1 mndnm k bnknrnn: 

nl m p ilnksnn inn usnhan a baik p r orangan at u 
n inn u nhn \\ njib m injnrnin 1 s lam an p kerja dan 

si st .m tun nnp dnrurnt, 
( l) rmohonun izin bu nimann dirnaksud pad yat (3) 

dinjuknn d tl{ nn m n 1 t dm rn lcngkapi formulir 
rmohonnn izin s rtn p ir syarntnn ndministrasi dan teknis 

seba zairnnna t 'r ntum dnl m Larnpiran I yang 
akan bn zian tidal t rpi nhknn dari P raturan Bupati 
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(1) Permohonan IZJ..n ditolak apabila tidak memenuhi 
persyaratan administrasi dan / atau teknis sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6. ~ 

Pasal 13 

(1) Keputusan berupa penerbitan izin paling sedikit memuat: 
a. Identitas perseorangan atau badan usaha yang meliputi 

badan usaha, alamat, bidang usaha, nama penanggung 
jawab kegiatan; 

b. Jenis sampah; 
c. Kewajiban - kewajiban yang harus dilakukan, antara lain: 

1) mematuhijenis sampah; 
2) mencegah terjadinya pencemaran lingkungan; 
3) menyampaikan laporan kegiatan perizinan dan / atau 

pengelolaan sampah; 
4) sistem pengawasan; dan 
5) masa berlaku izin. 

(2) Keputusan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 12 

(1) Sebelum diterbitkannya perizinan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8, terlebih dahulu DLH memberikan 
rekomendasi terhadap persyaratan teknis yang diajukan 
oleh pemohon. 

(2) Bupati membentuk Tim Rekomendasi yang bertugas 
melaksanakan verifikasi persyaratan teknis yang 
dikoordinasikan oleh DLH dengan melibatkan Perangkat 
Daerah terkait. 

Pasal 11 

(1) Perangkat Desa yang menangani perizinan menyampaikan 
status pemenuhan persyaratan administrasi permohonan 
izin kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja 
setelah permohonan izin dan dokumen administrasi 
diterima. 

(2) Perangkat Desa yang menangani perizinan menyampaikan 
status pemenuhan persyaratan teknis kepada pemohon 
paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah verifikasi teknis 
dilaksanakan. 

Pasal 10 
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(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan 
Pemerintah Provinsi atau antar Pemerintah Kabupaten / 
Kota lainnya, dalam melakukan kegiatan pengelolaan 
sampah. I/ 

Pasal 17 

Bagian Kesatu 
Kerjasama Antar Daerah 

BAB VI 
KERJASAMA DAN KEMITRAAN 

( 1) Izin pengelolaan sampah berakhir apabila : 
1. Izin usaha / kegiatan berakhir; 
2. Dicabut oleh Bupati sesuai dengan kewenangann a. 

(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam a at (I) 
huruf b dilakukan apabila ditemukan pelanggaran 
terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah setelah terlebih 
dahulu diberikan surat peringatan berturut turut 2 (dua) 
kali dalam kurun waktu 2 (dua) bulan. 

Pasal 16 

(1) Izin pegelolaan sampah berlaku selama usaha masih 
berj alan / aktif. 

(2) Izin dapat dievaluasi setiap 3 (tiga) tahun sekali. 
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh 

DLH. 

Pasal 15 

Apabila terjadi perubahan kepemilikan dan I atau 
perubahan perizinan pengelolaan sampah maka pemegang 
izm wajib mengajukan kembali permohonan izin 
pengelolaan sampah sebagaimana tercantum dalam Pasal 
6. 

Pasal 14 

(2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dalam bentuk surat penolakan dengan disertai alasan 
penolakan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat 
Daerah yang menangani perizinan. 
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Tata cala pelaksanaan kemitraan: 
a. Pemerintah Daerah atau salah satu pihak dapat 

memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama 
dalam penyelanggaraan pengelolaan sampah; 

b. Apabila para pihak sebagaimana dimaksud pada huruf 
a, menerima rencana kerja sama tersebut dapat 
ditingkatkan dengan membuat surat perjanjian kerja 
sama yang paling sedikit memuat : 
1) subyek kerjasama; 
2) obyek kerjasama; 
3) ruang lingku p kerjasama; 
4) hak dan kewajiban para pihak; 
5) jangka waktu kerjasama; 
6) pengakhiran kerjasama; 
7) keadaan memaksa; dan 
8) penyelesaian perselisihan. 

c. Rancangan perjanjian kerja sama dapat diusulkan oleh 
Pemerintah Daerah atau badan uasah pengelolaan 
sampah. ,( 

Pasal 19 

Kerjasama dan kemitraan daerah dilakukan dengan 
dilakukan sesuai prinsip : 
a. Efisiensi adalah usaha Pemerintah Daerah melalui 

kerja sama untuk menekan biaya guna memperoleh 
suatu basil tertentu atau menggunakan biaya yang 
sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal; 

b. Efektifitas adalah usaha Pemerintah Daerah melalui 
kerja sama untuk mendorong pemanfaatan sumber 
daya para pihak secara optimal dan bertanggung jawab 
untuk kesejahteraan masyarakat; 

c. Sinergi adalah upaya untuk terwujudnya harmoni 
antar pemerintah untuk melakukan kerja sama demi 
terwujudnya kesejahterahan masyarakat; 

d. Saling menguntungkan adalah pelaksanaan kerjasama 
harus dapat memberikan keuntungan bagi masing 
masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi 
masyarakat; 

e. Kesepakatan bersama adalah persetujuan para pihak 
untuk melakukan kerja sama; 

Pasal 18 

(2) Kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama clan / 
atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah. 
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( 1) Pengajuan surat pengaduan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 28 huruf a, disampaikan secara tertulis, dengan 
informasi sekurang-kurangnya mengenai: 
a. Identitas pelapor; 
b. Perkiraan sumber pencemaraan; ,/ 

Pasal 23 

Tata cara pemberian kompensasi adalah sebagai berikut: 
a. Pengajuan surat pengaduan kepada Bupati melalui DLH; 
b. Setelah menerima pengaduan, kepada DLH membentuk 

tim; dan 
c. Kompensasi dapat diberikan, apabila terdapat kebenaran 

mengenai dampak negatif yang di timbulkan setelah 
melalui hasil verifikasi lapangan yang dilakukan oleh 
tim. 

Pasal 22 

a. Relokasi; 
b. Pemulihan lingkungan; 
c. Biaya kesehatan dan pengobatan; dan / atau 
d. Ganti rugi; dan / atau 
e. Bentuk lain. 

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada 
orang sebagai akibat dampak negatif yang di timbulkan 
oleh pengelolaan sampah di TPA. 

(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa 

Pasal 21 

BAB VII 
KOMPENSASI 

(2) Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan 
kerjasama. 

(3) Mekanisme perubahan atas ketentuan kerjasama diatur 
sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak yang 
melakukan kerjasama. 

(1) Apabila kerjasama para pihak terjadi perselisihan, dapat 
diselesaikan dengan cara musyawarah. 

Pasal 20 

d. Bupati dapat memberikan kuasa untuk membuat 
rancangan perjanjian kerjasama kepada pejabat yang 
ditunjuk. 
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( 1) Berdasarkan hasil verifikasi teknis, dapat disimpulkan 
bahwa pengaduan yang disampaikan : 
a. Terdapat bukti dampak negatif yang ditimbulkan oleh 

pengelolaan sampah; dan 
b. Tidak terdapat bukti dampak negatif yang ditimbulkan 

oleh pengelolaan sampah; 
(2) Hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) disampaikan kepada Kepala DLH selambat-lambatnya 7 
(tujuh) hari kerja. "'I 

Pasal26 

Dalam melakukan verifikasi teknis, tim verifikasi dapat 
rneminta keterangan atau keterlibatan di lapangan dari 
pihak pengadu dan / atau pihak yang diadukan terhadap 
dampak negatif akibat pengelolaan sampah di TPA. 

Pasal 25 

(1) Dalam hal pengaduan dampak negatif pengelolaan sampah 
akibatkan pengelolaan sampah, maka segera dilakukan 
verifikasi teknis lapangan. 

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib 
selesai dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. 

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (2), verifikasi belum selesai maka dapat diperpanjang 
untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. 

(4) Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tim teknis 
belum berhasil maka pengaduan dianggap benar dan wajib 
diberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 24 

c. Alat bukti yang disampaikan; 
d. Lokasi terjadinya pencemaran dan atau kerusakan 

akibat pengelolaan sampah; 
e. Waktu diketahuinya pencemaran dan atau perusakan 

akibat pengelolaan sampah; dan 
f. Media lingkungan yang terkena dampak. 

(2) Dalam hal ini pengaduan disampaikan secara lisan kepada 
DLH, maka pengaduan tersebut dicatat dengan mengisi 
fonnulir pengaduan dampak negatif yang di akibatkan 
pengelolaan sampah sebagaimana tercantum dalarn 
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
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(1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan seluas 
luasnya dan mendukung kepada masyarakat yang peduli 
terhadap pengelolaan sampah dalam bentuk antara lain : 

a. Relawan Peduli Sampah; 
b. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Peduli Sampah; 

dan 
c. Bank Sampah. ~ 

Pasal 29 

BAB IX 
PERAN SERTA MASYARAKAT 

( 1) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dilakukan dengan 
musyawarah, mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan 
lain dari para pihak yang bersengketa. 

(2) Apabila penyelesaian sengketa diluar pengadilan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terjadi 
kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat 
mengajukannya ke Pengadilan. 

Pasal 28 

BAB VIII 
PENYELESAIAN SENGKETA 

(1) Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah 
diterimanya hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 26 ayat (1) Kepala DLH wajib membuat usulan 
penanganan dampak negatif pengelolaan sampah. 

(2) Usulan penanganan pengaduan dampak negatif 
pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berupa: 
a. Pemberian kompensasi bilamana terdapat bukti 

dampak negatif yang ditimbulkan oleh pengelolaan 
sampah; 

b. Sosialisasi bilamana tidak terdapat bukti dampak 
negatif yang ditimbulkan oleh pengelolaan sampah; dan 

c. Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud point a 
dilaksanakan sepanjang tersedia alokasi anggaran 
dalam APBD; 

(3) Bentuk dan besaran kompensasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan keputusan Bupati. 

Pasal 27 
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(1) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada 
penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan jika dalam 
pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap pengelolaan 
sampah. 

(2) sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dapat berupa : 
a. Paksaan Pemerintahan· 

' b. Uang Paksa; dan / atau 
c. Pencabutan izin. rl 

Pasal 31 

BAB XI 
SANKS! ADMINISTRATIF 

(1) Pemantauan, pengawasan, dan pembinaan kegiatan 
pengelolaan persampahan dilaksanakan oleh DLH. 

(2) Pemantauan, pengawasan, dan pembinaan dilakukan 
secara berkala dengan sasaran: 

a. Monitoring kegiatan pengelolaan; 
b. Mengevaluasi kinerja sistem pengelolaan sarnpah; dan 
c. Data potensi untuk pengembangan. 

Pasal 30 

BABX 
PEMANTAUAN, PENGAWASAN, DAN PEMBINAAN 

(2) Relawan Peduli ampah sebag irnana dirnaksud p d y 
( 1) huruf a beranggo akan pcrwakil n-pcrwakilan seti p 
Kecama an dan Masyarakat yang berger' k dibid ng 
pengelo1aan sampah secar mandiri. 

(3) KSM Peduli Sampah sebagaimana dimaksud p da ayat (l) 
huruf b terdiri dari kelompok masyarakat yang berinisiatif 
dan berpartisipasi secar mandiri meJakukan pengeJoJaan 
sampah. 

(4) Bank Sampah sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) huruf 
c beranggotakan dari warga yang secara sukarela 
mendaftarkan diri menjadi bank sarnpah dengan menyetor 
sampah yang telah terpilah. 

(5) Pendanaan dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), ayat (3), dan ayat (4) diJakukan secara mandiri. 
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Bupati berwenang untuk memaksa penanggung j8:wab 
usaha dan / atau kegiatan untuk melakukan pemuhhan 
lingkungan akibat d_pmpak negatif pengelolaan sampah 
yang ditimbulkan . .-t' 

Pasal 36 

Pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan izin 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) huruf c 
dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan I atau 
kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintahan. 

Pasal 35 

Setiap penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan yang 
tidak melaksanakan paksaan pemerintahan dapat dikenai 
denda atas keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan 
pemerintahan. 

Pasal 34 

(1) Paksaan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 32 ayat (2) huruf a berupa : 

a. Pembongkaran; 
b. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi 

menimbulkan pelanggaran; 
c. Penghentian sementara seluruh kegiatan; atau 
d. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan 

pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi 
lingkungan hidup. 

(2) Pengenaan Paksaan Pemerintahan dapat dijatuhkan tanpa 
didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan 
menimbulkan : 
a. Ancaman yang sangat serius bagi masyarakat dan 

lingkungan; 
b. Dampak yang sangat besar dan lebih luas apabila tidak 

dihentikan akan mengakibatkan suatu dampak negatif; 
dan 

c. Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika 
tidak segera dihentikan dampak negatif pengelolaan 
sampah. 

Pasal 33 

Sangsi administratif sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 
33 ayat 2 tidak membebaskan penanggung jawab usaha 
dan I atau kegiatan dari tanggungjawab pemulihan. 

Pasal 32 
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SEK ETA JS DA 
KABUPATE SUMBA 'C 

Diundangkan di Waibakul 
pada tanggal 1 . ~i ~ 1' 

1 H' HU BERJTA A AH KA UPAT SU ,1 1 , 

Peraturan Bupau ·fni m Jfoi • ,rJ; k•J : , ;J :; 7?fi 
diundangkan, 

J :J.' ~) 37 

Agar tiap n ng menze JJh in· :J, 
pengundan an era urr n J3 :-J j 
penempatann ia dalarn f3 ,ri1;3 IJ:J'!f h K; 
Tcngah. 
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Dipindai dengan CamScanner 

A. Keterangan Tentang Pemohon 
1. Nama Pemohon 

2. Alamat 
. ..................................................................................... 

Kode Pos ( ................... ) 
3 NomorTelp I Fax ( ............ ) ............................ / ( ........... ) 

............................ 
4 Alamat e-mail . 

......................................................................................... 
B. Keterangan Tentang Perusahaan 

1 Nama Perusahaan . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 Alamat 
................................................................................. 
Nomor Telp I Fax ( ............ ) ............................ / ( ........... ) 3 
..................... 

4 Jenis Usaha 
.................................................................................. 

5 Nomor I Tanggal Akte Pendirian 

6 NPWP 
.... , '7 

Dengan ini mengajukan permohonan izin pengelolaan sampah dengan 
data sebagai berikut: 

Kepada Yth 
BUPATI SUMBA TENGAH 
di- 
SUMBA TENGAH 

Nomor 
Lampiran 
Perihal 

A. FORMULIR PERMOHONAN IZIN PENGELOLAAN SAMPAH 

LAMPfRAN f PERATURAN BUPATf SUMBA TENGAH 
NOMOR TAHUN 2018 

TENTANG : SrNERGrTAS PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN 
SUMBA TENGAH. 
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No DATA Hasil Pengecekan Keterangan 

Ada Tidak 
l Keterangan Ten tang 

Penn oh on an 
a. Perno hon ............. . ............. 

1) Nama Pemohon I ............. .............. 
Kuasa . . . . . . . . . . . . . .............. 

2J Alamat 
3) Nomor Telp / Fax 

. . . . . . . . . . . . . .............. 
b. Perusahaan . . . . . . . . . . . . . . ............. 

l) Nama Pemohon I . .. . . . . . . . . . . .............. 
Kuasa . . . . . . . . . . . . . .............. 

2) Alamat Kegiatan . . . . . . . . . . . . . .............. 
3) Nomor Telp / Fax 
4) Bidang Usaha 
5) NPWP 

1. PERSYARATAN ADMINISTRASI 

IZIN DAN TEKNIS B. PERSYARATAN ADMINlSTRASI 
PENGELOLAAN SAMPAH 

( ) 

Sumba 

T n h, . 

ma, rand tan an pernohon dan 
t m 1 peru · haan 

- 
7 Izin-izin an J ni izin 

i p r J h No Persetujuan / izin 

1. TMB 

2. SIUP 

3. HO 

4. SIPA 

5. 121 N LO KASI 

. ~ 

';. 
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2 Keterangan Tentang Lokasi 
a. Luas . ............ . ............. 
b. Letak ............. •···•···•••·•· c. Titik Koordinat . ............ . ............. 

' 3 Keterangan Pengelolaan , 
sampah . . . . . . . . . . . . ............ 
a. Spesifikasi Tempat . . . . . . . . . . . . . ........... 

Penampungan 
b. -Jumlah, Jenis dan ............ ············ 

Karakteristik Sampah . . . . . . . . . . . . .•.....•...• 
yang akan di tampung 

c. Uraian Proses Produksi ............ ·····•••·•·· 
d. Alat pencegah •.......•... .••..•....•. 

pencemaran akibat 
pengelolaan sampah ............ ············ 

e. Peralatan Si stem 
Tanggap Darurat ............ ·····•····•• 

f. Peta lokasi tern pat 
kegiatan ( layout dan ············· •.••.....••. 
desain) 

g. Uraian ten tang cara 
penanganan sampah 

h. Uraian ten tang tindak 
lanjut pengumpulan 
sampah 

1. Lingkup area kegiatan 
pengelolaan 

4 Kelengkapan Dokumen 
a. Akte Pendirian ..•..••....• ··••·••·•··· 

Perusahaan ......•.•..• .......•...• 
b. Izin Lokasi ..•...•...... . .••...•...• 
c. Izin Mendirikan .•..•..•..•. . ........•.. 

Bangunan ......•...•• •.....•....•. 
d. Izin HO 
e. Izin SIPA 

Catatan: 

/i' 
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'rt rt u t u p 
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~- 
J npAsitn, : I --- I - 

alumn p n umpu; I 

11 I 
p ng I lnnn snrnpnh 

D 
Tcrtu tu p 

Tidnk 

Tcrtutup 
e. Sist m oo Penerangan Ket ran n: 

............. 
- 

f. Ventilasi oo Udara Ketcrang n: 

............. 
g. Jarak Dari 

Fas um D Seperti RS, Keterangan : 

Pasar, ............. 
Sekolah, 

Pemukiman, 

dll ( untuk 

"' Tern pat 

Pengumpulan 

/ Pengelolaan 

) 

h. Titik 
Koordinat 
Letak 

Bangunan 

4 Ketentuan a. Simbol dan DD Tambahan Label l{ t nm" m : 
Kemasan ... , .... , .... 

b. Penetaan DD Kemasan l\ "t ran an ! .... 
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• 
/. BUP I SUMBA TENGAH;/ 

1S 

J ni arnpah ............. 
. OP CJD p n umpulan I eterangan : 

IP n lolaan ............. 
sarnpah 

d. SOPTanggap cio D rurat I eterangan : 

............. 
e. Ren can a cio Selanjutnya Keterangan : 

............. 
f. Pemisahan I cio Partisi Keterangan : 

Sampah ............. 
sesuai dengan 

karakteristik 
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.1 
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2. Waktu diketahuinya pencemaran dan atau kerusakan akibat 
pengelolaan sampah : 
Hari Tanggal Bulan Tahun 
................ , Pukul WIT. /; 

7. Uraian Singkat Masalah: 
1. Lokasi terjadinya pencemaran dan atau kerusakan akibat 

pengelolaan sampah : 

bulan tanggal b. . . 
. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . tahun . 

c. . . 
. . .. . . . . . . . .. . . . . . .. . tahun . 

bulan 

bulan tanggal 

6. Pernah Mengadukan Kasus ke lnstansi: 
a. tanggal 

..................... tahun . 

b. . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5. Alat Bukti Yang disampaikan : 
a. . . 

( ) 

4 · Media lingku . ngan yang tercemar dan I atau rusak . 
a. Arr tanah I sumur ( ) · 
b. Tanah I lahan I hutan ( ) 
c. Udara ( ) 
d. Sungai () 
e. Danau ( ) 
f. Rawa 
g. Tambak ( ) 
h. Pesisir ( ) 
i. Lain-lain ( ) 
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• 

/-BUPA SUMBA TENGAH;,v' 

~ 

.................................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Pengadu, Penerima pengaduan, 
..................... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
..................................................................................................... 

4. Hubungan antara pengadu dengan kasus pencemaran dan atau 
kerusakan yang diadukan : 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

..................................................................................................... 

3. Dampak yang dirasakan akibat pencemaran dan atau perusakan 
akibat pengelolaan 
sampah: 

Tengah, Sumba 


